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PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Pem Sertak 11 Oktober 1990, umur 28 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang
Bedagai, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Matapaol3 Agustus 1982, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, warganegara
Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2018
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sei Rampah dengan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 16
November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Mei
2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN
KUA, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :
240/40/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama lima tahun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba’da
dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat Pem Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten
Serdang Bedagai selama dua tahun, selanjutnya pindah rumah yang di
berikan keluarga Tergugat di Simpang Roda Sei Buluh Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di
karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
rukun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga yang di sebabkan;

a. Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

b.  Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

C. Tergugat tidak jujur dalam bemberi nafkah;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada
Nopember 2018 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga
Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga lebam dan
Penggugat tidak terima dan melporkan Tergugat ke polsek terdekat dan
sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat, akhirnya antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan
saling tidak peduli antara kedua belah pihak maka hak dan kewajiban
antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya
hingga saat ini;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan
tidak ada komunikasi yang baik, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak
berhasil;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud
dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 240/40/V/2011 tanggal 23 Mei
2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk
Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Penggugat dan

Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa
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serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai
dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P serta diparaf;
B. Saksi:
1.Saksi |, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 8 Agustus 1960, tahun,
Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rudianto sebagai
suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 bulan
Desember tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat lebih kurang dua tahun
kemudian pindah ke rumah pemberian keluarga Tergugat di Simpang
Roda Desa Sei Buluh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2013 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pengugat dan Tergugat
sebagian besar adalah pertengkaran mulut, namun pernah juga
terjadi KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
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2., tempat tanggal lahir Pematang Setrak 03 April 1982, Agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II,
Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Srdang
Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rudianto sebagai
suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah
orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3.Irwansyah bin Ismail, tanggal lahir 10 November 1962, agama Islam,
pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II,
Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang
Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rudianto sebagai
suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 bulan
Desember tahun 2011;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat lebih kurang dua tahun
kemudian pindah ke rumah pemberian keluarga Tergugat di Simpang
Roda Desa Sei Buluh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2013 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi
nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa saksi bentuk pertengkaran Pengugat dan Tergugat adalah
pertengkaran mulut dan KDRT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan November 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat
dijatuhkan putusan atas perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa
mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga,
akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu Kketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat
materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat telah
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 3 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 19 Desember 2011,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat kemudian pindah ke kontrakan dan terakhir di rumah orang
keluarga Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak, Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan
November 2018;
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3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai

oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan
November 2018;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fighus Sunnah Juz I, halaman 291:
aillo (wolall lgallay iz Gupaill Giolall go llai Ol lg)joz
Login: Do Yl o sy il e 3l assly
Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari
suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila
nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit

didamaikan antara keduanya’;

2. Kitab At-Thalag, halaman 57:
| dbuwg dnY alazbao ISl GéuY SIS  sicg
Mall ] axbas)l cliiis xoliall
Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya
tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan
untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka

berpindah kepada perceraian”;

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:
el cd > (e pabo awlaoll s
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Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik

maslahat”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal
yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan
keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru
akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang

akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini
dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan
Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Penggugat) terhadap
Penggugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami
Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi,
S.H.l,, M.H. dan Nusra Arini, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu Samsiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
dto dto
Muhammad Reza Fahlepi, S.H.l., M.H. Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Nusra Arini, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Samsiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya proses Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan Rp. 400.000,00
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,00
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5. Biaya meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 491.000,00
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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